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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang digunakan

untuk meelaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak

dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban

yang bisa dipaksakan penagihannya. Peran pajak sangatlah penting bagi

penerimaan kas negara, karena pajak merupakan alternatif yang sangat

potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat

potensial sektor pajak menjadi pilihan yang tepat, selain jumlahnya yang

relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam

membiayai pembangunan. Sebagai salah satu pemungutan pajak yang

memberikan kontribusi yang relatif stabil adalah pajak penghasilan baik

dari wajib pajak pribadi ataupun badan dalam negeri dan/atau luar negeri

atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan

nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak

sebagaiman telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang pajak

penghasilan. Dalam pemungutannya sendiri PPh pasal 21 ini dibebankan

kepada pegawai sesuai yang didapat dalam situs Direktorat Jenderal Pajak

bahwa pegawai merupakan orang pribadi ang bekerja pada pemberi kerja,

baik sebagai tetap atau pegawai tdak tetap/tenaga lepas berdasarkan

perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulisa maupun tidak

tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan

tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan

periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang

ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan

pekerjaan dalam jaabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan

usaha milik daerah.

Sistem pemungutan pajak terdiri dari unsur ketentuan pajak (tax

law) serta administrasi pajak (tax administration) untuk melakasanakan

ketentuan tersebut. Untuk dapat mengimplementasikan pemungutan pajak
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maka harus dilakukan melalui administrasi pajak. Administrasi

perpajakaan mencakup semua kegiaatan administrasi terlihat dalam

kegiatan catat mencatat, namun demikian administrasi pajak bukan

kegiatan catat-mencatat biasa akan tetapi catat mencatat sebagaimana yang

dipandu dan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Jadi

pengertian administrasi pajak adalah bagian dari pelaksanaan hokum

formal di bidang perpajakan dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan,

pengawasan dan pembinaan, karena administrasi perpajakan melalui

pelaksanaan tata usaha perpajakan dan sarananya timbul bukan karena

hasil imaginasi ataupun rekaan dari para penyelenggara,akan tetapi

disusun sebagai kehendak ketentuan formal perpajakan untuk

melaksanakan misi menjadikan ketentuan material perpajakan suatu

kenyataan yang baik dan benar. Sebagai salah satu instrument di bidang

perpajakan dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan masyarakat,

pengawasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan,

dan pembinaan dari pelaksaan pengawasan dimaksud.

Dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan, wajib

pajak yang berwenang untuk memotng dan menyetorkan memiliki

kewajiban yang diatur ketat. Untuk PPh pasal 21 sendiri ada ketentuan

jelas yang mengatur kewajiban pihak pemotong pajak penghasilan, yang

diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31/PJ/2012 pasal 23. Merujuk

pada peraturan tersebut maka, aturan ini bersifat mengikat dan wajib

dilaksanakan oleh pemtong pajak penghasilan pasal 21. Terkait dengan

kewajiban yang dimiliki oleh pihak pemotong atau pajak penghasilan

pasal 21 ini, terdapat pula regulasi yang mengatur mengenai konsekuensi

atas pelanggaran yang dilakukan. Secara singkat, terdapat dua jenis sanki

yang bisa dikenakan pada petugas berwenang yang lalai melaksanakan

kewajibannya, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Administrasi pajak bukan hanya merupakan kepentingan dari

Negara sebagai pemungut pajak, akan tetapi juga merupaan kepentingan

dan hak dari para wajib pajak agar segala pelaksaaan kewajiban dan hak-
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hak perpajakannya ditatausahakan dengan baik dan benar. Segala bentuk

penyimapangan tata usaha perpajakan dari ketentuan peraturan perundang-

undangan akan menimbulkan persengketaan dengan masyarakat dan

khususnya masyarakat wajib pajak. Begitu pula di kantor PD BPR BANK

PURWOREJO kegiatan administrasi pemungutan pajak pegawai menjadi

salah satu kegiatan penting yang dilakukan karena setiap warga negara

memiliki hak dan kewajiban untuk membayarkan tanggungan pajaknya

kepada negara sebagaimana dengan undang-undang yang telah diatur pada

pasal 21 undang-undang pajak penghasilan.

Berdasarkaan uraian diatas dapat diketahui betapa pentingnya

kegiatan administrasi pemungutan pajak pegawai bagi kelangsungan

operasional kantor, maupun pembangunan negara maka tugas akhir ini

diberi judul “PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMOTONGAN

DAN PENYETORAN PPH 21 ATAS GAJI PEGAWAI PD BPR

BANK PURWOREJO”.

1.2 Tujuan Magang

Berdasarkan dasar pemikiran di atas dapat diidentifikasikan

tujuan magang yang ingin dicapai yaitu :

Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis secara langsung

pelaksanaan administrasi pemotongan dan penyetoran PPh 21 atas gaji

pegawai PD BPR Bank Purworejo.

1.3 Target Magang

Berdasarkan tujuan magang di atas dapat diidentifikasikan target magang yang

ingin dicapai yaitu untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis secara

langsung pelaksanaan administrasi pemotongan dan penyetoran PPh 21 atas gaji

pegawai PD BPR Bank Purworejo.
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1.4 Bidang Magang

Magang dilakukan pada bidang akuntan dengan tugas yaitu pembayaran

pajaka pegawai yang dipotong PPh pasal 21 oleh PD BPR Bank Purworejo.

1.5 Lokasi  Magang

Nama perusahaan : PD BPR BANK PURWOREJO

Alamat : Jl. Brigjend Katamso No. 51, Rw 02,

Pangenrejo, Kec. Purworejo, Kab.

Purworejo,Jawa Tengah, 54115

Nomor Telepon : (0275) 321490

Sumber : Goole Maps

Gambar 1.1

Peta Lokasi Magang
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1.6 Jadwal Magang

Magang dilaksanakan mulai awal bulan Maret 2020 selama satu bulan

dan dijadwalkan 5 hari dalam seminggu. Dalam pelaksanaan magang

penulis akan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh PD BPR BANK

PURWOREJO.

Rincian Jawdal Magang

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini secara garis besar terdiri dari 4

bagian yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai dasar pemikiran dalam penulisan tugas

akhir, tujuan, dan target magang yang ingin dicapai serta bidang magang,

lokasi magang, jadwal magang dan sistematika penulisan laporan

magang.

Keterangan

Waktu Pelaksanaan

Februari Maret April Mei

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Penulisan TOR

Bimbingan dengan

dosen

pembimbing

Pelaksanaan

kegiatan magang

Penyusunan

laporan magang

Tugas Akhir
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BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan dijelaskan pengertian administrasi, pengertian pajak,

fungsi pajak, tata cara pengelompokan pajak, pengertian PPh 21,

pemotongan pajak PPh 21, wajib pajak PPh 21, tidak termasuk wajib

pajak PPh 21, objek pajak PPh pasal 21/26penghasilan yang dikecualikan

dari pengenaan PPh pasal 21, dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal

21, contoh penghitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai PD BPR BANK

PURWOREJO.

BAB III ANALISIS DESKRIPTIF

Pada bab ini berisi profil perusahaan , struktur organisasi, serta

visi misi perusahaan yang dijalankan. Baba ini merupakan hasil dari

kegiatan magang yang sudah dilakukan oleh penulis. Hasil akhir tersebut

didapat dari data perusahaan sehingga tujuan magang terkait dapat

dilaksanakan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari laporan yang telah dibuat yang

meliputi kesimpulan dari keseluruhan data yang sudah diperoleh dan

saran yang sudah diberikan oleh penulisan.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Administrasi

Kata administrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu

“administrate” yang artinya suatu pengabdian atau service. Kata

administrasi juga berasal dari bahasa Inggris yaitu “administration”

yang artinya mengelola atau menggerakkan. Perkembangan

penggunaan istilah dan pengertian administrasi di Indonesia juga

masih menunjukkan ketidak samaan pandangan atau pendapat.

Pengertian administrasi adalah menunjukkan keseluruhan tindakan

sekelompok orang yang berlangsungan secara runtut dan sistematis

dalam satu kesatuan dari tahap awal kegiatan hingga tercapainya

suatu tujuan yang diinginkan.

2.2 Pengertian Pajak

“Pajak menurut Undang–Undang Nomor 16
Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan            undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Prof. Rochmat Soemitro, SH (Siti Resmi, 2016 : 1-2),

pajak merupakan iuran yang diberikan rakyat sebagai  kas Negara

berdasarkan dengan Undang-undang Dasar Negara (yang dapat

dipaksakan) dengan tidak adanya asa timbal (kontraprestasi) yang

dapat langsung dipergunakan untuk pengeluaran umum. Sedangkan

menurut Dr. N. J. Feldmann pajak merupakan prestasi yang

dipaksakan sepihak oleh terutang dan oleh penguasa (menurut

norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya
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kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup

pengeluaran-pengeluaran umum.

2.2.1Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi diantaranya :

1. Fungsi Anggaran (budgetair)

Pajak memiliki fungsi anggaran artinga berfungsi

sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untu

membiayai peneluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber

keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang

sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut

ditempuh dengan cara ekstentifikasi maunpun insteksifikasi

pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan

berbagai jenis,seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang

Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak memiliki fungsi mengatur artinya pajak berfungsi

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi

serta dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang

keuangan.

Contoh dari pajak sebagai fungsi pengatur adalah pajak

yang tinggi yang dikenakan terhadap barang-barang mewah

untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi

transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu

barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang

tersebut makin mahal harganya.
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2.2.2Tata Cara Pemungutan Pajak

Agar tidak terjadi kesalahan pada pelaporan pajak, maka wajib

pajak harus mengetahui beberapa cara dalam pemungutan pajak.

Adapun tata cara pemungutan pajak antara lain :

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Steslsel nyata (riel stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang

nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada

akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya

diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan

kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang

dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah

pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah

penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang

diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu

tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga

pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak

yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel

ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa

harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya

adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan

yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan

stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung

berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun

besarnya pajak disesuaikan  dengan keadaan yang
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sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih

besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak

harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya

dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan

Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik

penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar

negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang

bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal

Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu

Negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan esaarnya

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada

fiskus.

2. Wajib Pajak berrsifat pasif.

3. Utang pajak timbul setelah dieluarkan surat ketetapan pajak

oleh fiskus.

b. Self assessment system

Adalah sutau sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri
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besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada

pada waib pajak sendiri.

2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan

melaporkan sendiri pajak ang terutang.

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Witholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan

Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau

memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-

cirinya : Wewenang memotong atau memungut pajak yang

terutang asalah pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus

dan Wajib Pajak.

4. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan besarnya pajak

yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang

menjadi tanggungannnya. Tarif pajak pada umumnya dnyatakan

dengan presentasi. Ada 4 macam tarif pajak yaitu :

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun

jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajakyang

terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai

pajak.

Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam

daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun

jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang
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terutang tetap.

Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet

giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah

yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : pasal 17 UU Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak

orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1 Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%

Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp

250.000.000,00

15%

Diatas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp

500.000.000,00

25%

Diatas Rp 500.000.000,00 30%

Sumber : Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a nomor 36 Tahun 2018 Undang-

undang PPh

Menurut persentase tarifnya, tariff prgresif dibagi :

a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase

semakin besar

b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap

c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase

semakin kecil

4. Tarif Degresif

Tarif degresif merupakan persentase tarif yang

digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak

semakin besar.
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2.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.2.3.1 Pengertian Pajak PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan atas gaji,

upah,honorarium,tunangan, dan pembayaran lain dalam

bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau

jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi

pada Subjek Paak dalam negeri sebgaimana dimaksud dalam

Pasal 21 Undang-undang Pajak  Penghasilan (Mardiasmo,

2016 :197).

2.2.3.2 Pemotong Pajak PPh 21

Pemotong pajak PPh 21, meliputi :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari :

a. Orang pribadi

b. Badan; atau

c. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal

melakukan sebagian atau seluruh

administrasi yang terkait dengan

pembayaran gaji, upah, honorarium,

tunjangan, dan pembayaran lain adalah

cabang, perwakilan, atau unit tersebut;

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah,

termasuk bendahara atau pemegang kas pada

Pemerintah Pusat termasuk institusi

TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau

lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara

lainnya, dan Kedutaan Besar Republik

Indonesia di luar negeri, yang membayarkan

gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain dengan nama dan dalam
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bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan

atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan

sosial tenaga kerja, dan badan- badan lain yang

membayar uang pensiun secara berkala dan

tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha

atau pekerjaan bebas serta badan yang

membayar :

5. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain

sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang

dilakukan oleh orang pribadi dengan status

Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa

tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas

dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri,

bukan untuk dan atas nama persekutuannya;

6. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain

sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang

dilakukan oleh orang pribadi dengan status

Subjek Pajak luar negeri; dan/atau

7. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain

kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta

pegawai magang; atau

8. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan

pemerintah, organisasi yang bersifat nasional

dan internasional, perkumpulan, orang pribadi

serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan

kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah,

atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada

Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan

suatu kegiatan.
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Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang

mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak

adalah :

1. Kantor perwakilan Negara asing;

2. Organisasi-organisasi internasional yang telah

ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas semata-mata

mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan

rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.2.3.3 Wajib Pajak PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai;

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun,

tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli

warisnya;

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan

sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:

a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri

dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan,

notaris, penilai, dan aktuaris;

b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak,

bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara,

kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain

drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lukisan;
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c. Olahragawan;

d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan

moderator;

e. Pengarang, peneliti dan penerjemah;

f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik

computer dan system aplikasinya, telekomunikasi,

elektronika, fotografi, ekonomi, dan social serta pemberi

jasa kepada suatu kepanitiaan;

g. Aden iklan;

h. Pengawas atau pengelola proyek;

i. Pembawa pesanan atau yang menentukan langganan atau

yang menadi perantara;

j. Petugas penjaja barang dagangan;

k. Petugas dinas luar asuransi;

l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct

selling dan kegiatan sejenisnya;

6. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak

merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;

7. Mantan pegawai; dan/ atau

8. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan

sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan,

antara lain:

a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain

perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan,

teknologi dan perlombaan lainnya;

b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan

kerja;

c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai
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penyelengara kegiatan tertentu;

d. Peserta pendidikan dan pelatihan;

e. Peserta kegiatan lainnya.

2.2.3.4 Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan

yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain

dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada

mereka yangbekerja pada dan bertempat tinggal bersama

mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di

Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di

luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, seta negara yang

bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; atau

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah

ditetapakan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan

Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau

kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan

dari indonesia.

2.2.3.5 Objek Pajak PPh Pasal 21/26

Objek pajak merupakan sumber penghasilan yang terkena

pajak. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh

Pasal 26 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap,

baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak

teratur.

2. Penghasilan yang diterima atau diperleh penerima atau
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diperoleh penerima pensiun secara tertaur berupa uang

pensiun atau penghasilan sejenisnya.

3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun,

tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan

sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2

(dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas,

berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah

borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

5. Imbalan kepada Bukan pegawai, antara lain berupa

honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan

anama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan

sehubungan jasa yang silakukan.

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang

saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah

atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun,

dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat

tidak teratur atau diperoleh anggota dewan komisaris atau

dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai

Tetap pada perusahaan yang sama.

8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi,

bonus, atau imabalan lain yang bersifat tidak teratur yang

diterima atau diperoleh mantan pegawai.

9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta

program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari

dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri

Keuangan.
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10. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan

lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang

diberikan oleh:

a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang

bersifat final

b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan

berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed

profit)

2.2.3.6 Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pengenaan

PPh Pasal 21

Tidak termsuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong

PPh pasal 21 adalah :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan

asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi

kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi

beasiswa.

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam

bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah,

kecuali yang diberikan oleh Wajib Pajak yang dikenakan Pajak

Penghasilan yang bersifat final atau yang dikenakan Pajak

Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Pajak

Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja (termasuk

pemerintah) merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran

tunjangan hari tua atau iurang jaminan hari tua kepada badan

penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara

jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
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4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib

bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima

oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang

dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada

hubungan yang bersangkutan.

5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

2.2.3.7 Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

(Mardiasmo, 2016:205) Besarnya biaya jabatan

yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk

penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi

pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% (lima persen)

dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp.

6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.

Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan

dari penghasilan bruto untuk penghitungan

pemotongan Pajak Penghasilan bagi penerima

pensiun, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari

penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 2.400.000,00

(dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

2.2.3.8 Dasar Pengenaan dan Pemotongan

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21

dalam (Mardiasmo, 2016:205) adalah sebagai

berikut:
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1. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :

a. Pegawai tetap

b. Penerima pensiun berkala

c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar

secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang

diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp.

3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

d. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat

berkesinambungan.

e. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 300.000,00 (tiga

ratus ribu rupiah) sehari.

2. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima

upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan,

sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu)

bulan kalender belum melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta

rupiah).

3. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto.

4. Bukan pegawai yang menerima atau memeperoleh penghasilan

sehubungan dengan pemberian jasa, yang menerima imbalan

yang bersifat berkesinambungan.

5. Jumlah penghasilan bruto.

6. Penerima penghasilan selain penerima penghasilan

sebagaimana dimaksud pada angka 1,2, dan 3.

2.2.3.9 Contoh Penghitungan PPh Pasal 21

Berikut ini akan diberikan contoh perhitungan PPh Pasal 21

sesuai dengan pedoman teknis tata cara pemotongan,

penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan
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pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Perhitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap

penghasilan pegawai tetap dengan gaji bulanan.

Contoh : Fitri Wulandari bekerja pada PD BPR BANK

PURWOREJO dengan memperoleh gaji sebesar

Rp.5.500.000,- per bulan, dan membayar iurang pensiun

sebesar Rp.100.000,-. Fitri Wulandari sudah menikah, tetapi

belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Fitri

Wulandari dari PD BPR BANK PURWOREJO hanya berasal

dari gaji dan belum memiliki NPWP. Penghitung PPh pasal 21

adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan Rp 5.500.000

Pengurangan:

- Biaya Jabatan: 5% x Rp  5.500.000 Rp 275.000

- Iuran Pensiun: Rp 100.000 +

Rp 375.000

Penghasilan neto sebulan Rp 5.125.000

Penghasilan neto setahun : 12 x Rp 5.125..000

Rp 61.500.000

PTKP setahun (K/0)

- Untuk WP sendiri Rp 36.000.000

- Tambahan karena kawin Rp 3.000.000 +

Rp 39.000.000

–

Penghasilan kena pajak setahun Rp 22.500.000

PPh pasal 21 terutang:
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5% x Rp 22.500.000 Rp 1.125.000

PPh Pasal 21 bulan Jsanuari

Rp 1.125.000 : 12 Rp 93.750

Penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan

pegawai tidak tetap dengan gaji bulanan.

Contoh : Cahyadi sudah menikah tapi belum mempunyai anak, bekerja

pada PD BPR BANK PURWOREJO dengan dasar upah harian yang

dibayarkan secara bulanan. Bulan Januari 2020, cahyadi bekerja

selama 20 hari kerja dengan upah Rp.250.000 per hari. Penghitung

PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

Upah Januari 2020 (20 x Rp.250.000) Rp 5.000.000

Penghasilan neto setahun:

12 x Rp. 5.000.000 Rp. 60.000.000

PTKP:

- Untuk WP sendiri Rp. 36.000.000

- Tambahan WP kawin Rp. 3.000.000+

Rp.

39.000.000 –

Penghasilan kena pajak Rp. 21.000.000

PPh Pasal 21 setahun: 5% x Rp.21.000.000 Rp. 1.050.000

PPh Pasal 21 sebulan: Rp. 1.050.000 : 12 Rp. 87.500
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BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Latar Belakang PD BPR BANK PURWOREJO

PD BPR Bank Purworejo didirikan pada tanggal 29 Juli 1958 berdasarkan

SK DPRD Purworejo dengan nama “Bank Swantantra”. Pada tahun 1965

Bank Swantantra menghentikan kegiatan usahanya dan diaktifkan kembali

pada tanggal 17 Februari 1970 berdasarkan SK DPRGR No. 28/69/DPRGR

dengan Surat Keputusan tersebut diatas, maka Bupati Kepala Daerah

menerbitkan SK No. UP/2/24 tanggal 2 Februari 1970 untuk mengangkat

Dewan Komisaris dan memberi kuasa pada Dewan Komisaris untuk

mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan tugas

Bank Daerah. Perjanjian tersebut mulai berlaku dari tanggal 17 Februari 1970

dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 1979, setelah masa

perjanjian tersebut maka pengelolaan Bank Daerah dikembalikan pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, tanggal 26 Mei 1980 berdasarkan

Peraturan Daerah No. 13/1980 nama Bank Daerah Kabupaten Purworejo

berubah menjadi BPR Bank Pasar Kabupaten Purworejo.

Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Purworejo merupakan Bank

Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dengan dasar hukum Peraturan

Daerah nomor 15 tahun 1981 tanggal 22 Oktober 1981 dan ijin usaha dari

Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan SK Menteri Keuangan Nomor

S-425/Mk-11/1981 tanggal 7 Desember 1981. BPR Bank Pasar Kabupaten

Purworejo semakin kuat dari segi hukum dengan dikeuarkannya Perda No.

4/1996 sebagai penyesuaian Peraturan Mendagri No. 4/1993 dan telah

mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Tengah No. 188.3/1997 tanggal 10 Mei 1997.



25

PB BPR Bank Pasar Kabupaten Purworejo didirikan berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 4 tahun 1996 tentang

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten

Purworejo dan telah diperbarui dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Purworejo Nomor 13 tahun 2002 tanggal 12 September 2002, dengan

Anggaran Dasar yang ditetapkan sesuai Akte Notaris Imam Supingi, S.H,

Purworejo Nomor 55 Tanggal 20 Oktober 2005.

3.2 Visi dan Misi PD BPR BANK PURWOREJO

Berikut adalah visi dan misi PD BPR BANK PURWOREJO :

Visi : Menjadi bank handal dan terpercaya

Misi : Menjalankan fungsi intermediasi (penghimpunan dana dan

penyaluran kredit) yang cepat, tepat, mudah, murah, dan sehat.

3.3 Tugas dan Fungsi PD BPR BANK PURWOREJO

Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan salah satu bank yang

paling dicari dan jasanya paling banyak di gunakan oleh masyarakat

Indonesia. Apalagi kini ada banyak sekali jenis Bank Perkreditan Rakyat

(BPR) yang juga tersebar di perdesaan. Sehingga seluruh masyarakat luas bisa

merasakan manfaat dari BPR.

Memang tidak bisa di pungkiri jika saat ini bank sudah mulai menjadi

pilihan utama masyarakat di Indonesia dalam hal penyimpanan uang. Karena

sudah banyak masyarakat yang sadar jika menabung uang di bank merupakan

cara paling aman untuk menyimpan yang apalagi jika jumlah uang tersebut

sangatlah banyak.

3.3.1 Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Jenis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada di desa seperti BPR

Badan Kredit Desa yang meliputi Lumbung Desa dan Bank Desa. BPR

Bukan Badan Kredit Desa seperti BPR eks LDKP, Bank Pasar, BKPD

(Bank Karya Produksi Desa), Bank Pegawai. Ataupun LDKP (Lembaga
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Dana dan Kredit Perdesaan).

Adapun jenis BPR yang masuk ke LDKP ini seperti Perusahaan

Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas dan beberapa bentuk BPR yang lain.

Tentunya Badan Perkreditan Rakyat yang berlokasi di desa ini

menyediakan layanan perbankan untuk orang desa. Sedangkan fungsi

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu:

1. Memberi pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang

perbankan

Masih banyak masyarakat yang awam tentang fungsi dan

tugas bank utamanya jenis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini.

Apalagi untuk orang yang tinggal di desa maka masih banyak

yang ragu untuk menyimpan uang yang mereka miliki di bank.

Alhasil kebanyakan orang-orang ini menyimpan uang mereka di

kolong kasur ataupun di dalam celengan dari tanah liat.

Untuk itu salah satu fungsi yang dimiliki oleh Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) adalah memberikan edukasi secara

mendasar kepada semua lapisan masyarakat tentang sistem

perbankan. Dimana edukasi ini berisi tentang apa saja kelebihan

bank aripada celengan tradisional. Hingga beberapa keuntungan

yang akan di dapatkan oleh para nasabah ini.

2. Membuat pemerataan kesempatan untuk membuka usaha

Di era digital ini banyak kaum milenial yang memiliki ide

bisnis yang sangat baru dan juga unik. Dimana ide ini ketika

akan di wujudkan menjadi sebuah jenis usaha pastinya

membutuhkan modal yang cukup. Untuk itulah peran Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) amat di butuhkan di sini.

Apalagi ide-ide usaha baru tidak hanya berasal dari remaja

milenial yang ada di perkotaan saja namun juga berasal dari

remaja yang tinggal di pedalaman desa. Fungsi BPR selanjutnya

adalah menciptakan sebuah kesempatan untuk semua orang bisa

membuka sebuah usaha. Sehingga semua masyarakat bisa



27

mendapatkan kesempatan dan pemerataan juga terjadi

perekonomian masyarakat luas.

3. Mempercepat pembangunan di desa

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memang lebih banyak

beroperasi di perdesaan. Oleh karena itu lah salah satu fungsi

yang dimiliki oleh BPR adalah membantu mempercepat

pembangunan suatu desa. Sehingga semua desa yang ada di

Indonesia tidak ada yang menjadi desa tertinggal lagi karena

kurangnya edukasi tentang usaha.

Dimana peran BPR ini adalah untuk mendidik masyarakat

tentang pola pembangunan nasional saat ini. Serta bagaimana

membuat suatu desa bisa lebih maju dari sebelumnya langsung

dari tenaga yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di desa

tersebut. BPR akan menyediakan dana pinjaman desa agar

pembangunan di desa ini bisa lebih cepat.

4. Menyediakan layanan perbankan

Selain ketiga fungsi diatas, fungsi utama dari Bank

Perkreditan Rakyat adalah menyediakan layanan perbankan yang

bisa di gunakan oleh seluruh warga desa. Pelayanan perbankan

yang disediakan oleh BPR ini bisa dibilang sangat membantu

apalagi jika lokasi desa jaraknya sangat jauh dari bank umum

yang ada di pusat kota.

Sehingga dengan adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

di desa maka warga desa bisa mendapatkan pelayanan perbankan

tanpa harus jauh-jauh ke kota. Layanan perbankan ini bisa

berupa tabungan perseorangan ataupun penyediaan layanan

pinjaman uang untuk warga yang membutuhkan modal

pinjaman.

3.3.2 Tugas Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada dasarnya cara kerja BPR dengan bank umum hampir sama

namun tetap ada perbedaan antara keduanya. Dimana hak yang di-
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dapatkan oleh BPR lebih sedikit dibandingkan dengan bank umum

utamanya dalam menyediakan pelayanan untuk nasabah yang

menggunakan jasa bank tersebut. Selain fungsi diatas BPR masih

memiliki beberapa tugas, seperti:

1. Menyimpan dana masyarakat

Sama seperti tugas bank pada umumnya, Bank Perkreditan

Rakyat (BPR) juga memiliki tugas untuk menyimpan dana dari

masyarakat. Penyimpanan dana ini bisa berupa tabungan,

deposito berjangka, ataupun jenis penyimpanan uang yang lain.

Tentunya fasilitas yang di sediakan oleh BPR ini bisa

digunakan oleh semua warga yang ada di desa tersebut.

2. Memberikan kredit atau pinjaman

Seperti yang sudah di singgung pada fungsi BPR diatas.

Dimana Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga bertugas untuk

menyediakan kredit atau pinjaman kepada nasabah yang

membutuhkan. Limit kredit yang bisa di dapatkan seorang

nasabah tergantung dengan peratuan yang ada di BPR tersebut.

Selain penyimpanan uang diatas, BPR juga menyediakan

penyimpanan uang warga dalam bentuk SBI atau Sertifikat

Bank Indonesia, sertifikat deposito, maupun beberapa jenis

tabungan yang ada pada bank umum lainnya. Tentu saja

fasilitas ini bisa digunakan oleh semua nasabah yang memiliki

rekening di BPR.

3.4 Pemotongan dan Penyetoran PPH 21 atas Gaji Pegawai PD BPR BANK

PURWOREJO

Berikut beberapa contoh perhitungan PPh 21 atas Gaji Pegawai PD BAP

BANK PURWOREJO :

1. Gaji Farid Riyanto sebagai Kepala Bagian ESDM di PD BPR BANK

PURWOREJO setiap bulan adalah sebesar Rp 4.300.000,-. Beliau belum

menikah sehingga tidak ada tanggungan pajak yang ada di dalam
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keluarganya. Namun, karena beliau  sudah memiliki NPWP, maka

potongan pajak PPh Pasal 21 sebesar 4% dari gajinya yaitu sebesar Rp

172.000,- setiap bulannnya. Pembayaran pajak PPh pasal 21 melalui

pemotongan gaji beliau setiap bulan. Pada saat pembayaran tahunan pada

bulan Maret 2020 beliau mengisi form 1770s kemudian dikumpulkan

kepada bagian HRD untuk diisikan di  SPT online.

2. Gaji Puspawati sebagai Kepala Bagian Kredit di PD BPR BANK

PURWOREJO setiap bulan adalah sebesar Rp 2.800.000,-. Beliau sudah

menikah tetapi belum memiliki anak, tetapi beliau belum memiliki NPWP,

maka potongan pajak PPh Pasal 21 sebesar 2% dari gajinya yaitu sebesar

Rp 56.000,- setiap bulannnya. Pembayaran pajak PPh pasal 21 melalui

pemotongan gaji beliau setiap bulan. Pada saat pembayaran tahunan pada

bulan Maret 2020 beliau mengisi form 1770s kemudian dikumpulkan

kepada bagian HRD untuk diisikan di  SPT online.

3. Gaji Aning Purbasari sebagai Bendahara di PD BPR BANK

PURWOREJO setiap bulan adalah sebesar Rp 4.500.000,-. Beliau sudah

menikah dan memiliki dua anak. Beliau  sudah memiliki NPWP sehingga

potongan pajak PPh Pasal 21 sebesar 4% dari gajinya yaitu sebesar Rp

180.000,- setiap bulannnya. Pembayaran pajak PPh pasal 21 melalui

pemotongan gaji beliau setiap bulan. Pada saat pembayaran tahunan pada

bulan Maret 2020 beliau mengisi form 1770s kemudian dikumpulkan

kepada bagian HRD untuk diisikan di  SPT online.

4. Gaji Widiatmoko sebagai Kepala Bagian IT di PD BPR BANK

PURWOREJO setiap bulan adalah sebesar Rp 4.600.000,-. Beliau sudah

menikah dan memiliki dua anak. Beliau  sudah memiliki NPWP sehingga

potongan pajak PPh Pasal 21 sebesar 5% dari gajinya yaitu sebesar Rp

230.000,- setiap bulannnya. Pembayaran pajak PPh pasal 21 melalui

pemotongan gaji beliau setiap bulan. Pada saat pembayaran tahunan pada

bulan Maret 2020 beliau mengisi form 1770s kemudian dikumpulkan

kepada bagian HRD untuk diisikan di  SPT online.
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Berdasarkan beberapa contoh diatas dapat diketahui bahwa dalam pemotongan

dan penyetoran PPh Pasal 21 atas gaji pegawai PD BPR BANK

PURWOREJO sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak. Tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa karyawan yang

masih bingung dalam pengisian form 1770s sehingga dibantu leh bagian HRD

dalam pengisiannya.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari beberapa data yang  telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat

disimpulkan bahwa pelaksanaan pemotongan pajak pribadi yang dilaporkan oleh

perusahaan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktorak

Jenderal Pajak. Untuk meningkatkan pengetahuan kepada pegawai PD BPR

BANK PURWOREJO maka perlu dilakukan sosialisasi pengisian form 1770s

agar setiap pegawai benar-benar memahami cara pengisian form 1770s.
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